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ABSTRAK

Properti merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia kebutuhan paling
utama manusia adalah kebutuhan akan sandang atau pakaian, pangan atau
makanan dan papan a mpat tlnggal Salah satu pa@isalah dalam bisnis Properti
adalah rumah yag ang diberikan pihak

mE»
per_u_sahaan. ‘ Ww‘_ @ jib menyediakan
. !W el @

w&smsp_g? f Sanaan Hak-

@ Ditinjau Dari
dan Kawasan

Konsumen
Undang U

adalah dengan
pulan datanya

jelas tentangifieke 2 :

Hasill¥da 2 i ﬂ Ainaan Hak-Hak
Konsumen 3 : afl Ditinjau Dari
Undang-Und: d dan Kawasan
Permukiman karenakan masih

2 &8rana dan utilitas
jalan dan lampu
n sampah, sarana

adanya pelanggaue
umum, seperti
jalan, saluran a
peribadatan, a
keterbangunnya ba )
memulai pemasaran, 1al=he I an dan Hambatan dalam
Pelaksanaan Hak-Hak
Pekanbaru Ditinjau Dari Und8 g° Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman perupa Belum detailnya peraturan yang
mengatur tentang proses perencanaan, penyediaan, pembangunan, penyerahan,
pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, belum cukupnya
pengawasan/monitoring, pengendalian, dan penertiban terhadap kondisi eksisting
perencanaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah dibuat pengembang,
dan kurangnya informasi masyarakat tentang haknya terhadap layanan fasilitas
umum dan fasilitas sosial.

Kata kunci : Hak Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
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ABSTRACT

Property is one of the basic human needs, the most important human needs
are the need for clothing or clothing, food or food and shelter or shelter. One of
the problems in the property business is that the house purchased does not match
the expectations give he company. To build a ho#sing estate, the developer is

ihities and_sogi ilities in accordance

legal research
with data Judging from
the nature search, namely
research th a0 ed an 3 gh main research
problems. ' 8 h §

The
consumer r
Number 1
accordance \

lementation of
terms of Law
@S is still not in
ations such as the
ervices, such as

unfinished d water channels
and disposal parks and other
facilities; have 3 enty percent) of
the building at%§the he Lthef@greed matters and

C c
q Q 1aNal ent, and utilization of public
facilities and social facilitte
enforcement of the existing cond anning for public facilities and social
facilities that have been made developers, and the lack of public information about
their rights to public facilities and social facilities.

Keywords: Consumer Rights, Law Number 1 Year 2011
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

o~
=}
i3
o
&'ﬁ

]
[
Te

Secara terpisah, UU No. 1/2011 memberi pengertian yang berbeda atas apa yang
dimakasud dengan perumahan dan apa yang dimaksud dengan kawasan
pemukiman. !

Didalam Pasal 1 angka 2 UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan permukiman menyatakan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah

! Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. Hukum Bisnis Properti Indonesia. Jakarta, Gramedia
Widiasarana, 2017, him.99
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sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 1

tahun 2011 tentag dap i uenyatakan “kawasan
@ ldung, baik
lingkungan

mendukung

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan kegiatan yang
bersifat satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf hidup
kesejahteran kehidupan masyarakat, juga pendorong pertumbuhan perekonomian.

Pengembangan sebuah rumah seiring dengan perkembangan yang terjadi pada

2 Pasall, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman

¥ pasal 25, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman

* Umbu TW Pariangu, Menyentuh Mewahnya Kekuasaan, opini pada Harian Kompas, terbitan
tanggal 13 Maret 2021.
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penghuni rumah tersebut. Perkembangan itu sangat subjektif tiap orang

mempunyai prioritasnya sendiri.’

Terdapat juga dalam konstitusi yaitu pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.
Campur tangan dan peran pemerintah dalam pembangunan perumahan
antara lain dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan yang akan

mengatur pembangunan perumahan dan permukiman sehingga layak dihuni oleh

® T.D. Pardede, Kapita Selekta, Kajian Tata Ruang Pertumbuhan Kawasan Di Kota Medan,
Makalah Jurusan Tehnik Arsitektur, Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan, Institude Sains
dan Teknologi, Medan 2012, hal 3

® M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk
Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 33
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warga negara dan keluarganya yang memungkinkannya untuk dapat
meningkatkan kualitas kehidupannya.

Hal-hal itulah antara lain yang melatarbelakangi bahwa pembangunan

perumahan dan p g-undangan sehingga

“a& ‘ ‘ R “\“ .?o iman yang

nas, tidak ada
mencantum 1z 1sidera nE Uy cBrapa ketentuan

dalam pasal$ terutama asas

nasionalitas tuan mengenai

atas tanah untuk

a. i 2 alafesait’ kebutuhan dasar manusia,

b. Mewujudkan perumahan 0
yang sehat, aman, serasi, dan teratur,;

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang
rasional;

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
bidangbidang lainnya.

an yang layak dalam lingkungan

" Ibid.,
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Sedangkan dalam Pasal 3 UU No. 1 tahun 2011, ditentukan tujuan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk®:

a. Memberikan kepastlan bukum dalam penyelenggaraan perumahan dan

serta penyebaran
ian dan kawasan

b. an barang dan/atau
serta jaminan yang
C. i 2 .Q a8, damfjujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/ata

d. hak untuk didengan pendape
digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

annya atas barang dan/atau jasa yang

® pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman
% pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak

dimaksudkan untuk dmematikan usaha para pe usaha. Undang-undang

Hubungan hukum antara®e dengan konsumen dalam pembelian
rumah menimbulkan perjanjian tertulis yang wajib disepakati dan ditandatangani
oleh para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan
oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali apabila dikehendaki oleh kedua

belah pihak. Maksudnya adalah selama terjadi kesepakatan antara para pihak

19 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan,Cetakan Pertama, (Visimedia, 2008) hal 4
! Hasil wawancara pra survei penulis, tahun 2021.
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mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen, dan barang/jasa telah
disediakan oleh pelaku usaha maka perjanjian mengikat konsumen dan pelaku

usaha, kecuali terdapat suatu paksaan, kekhilafan, maupun penipuan atas diri

konsumen. *2

. b "H" e .
yang tidak hidupyda 0 amana erumé < ity@Ng masih rendah
T
13 Kerugian yang dialami ol¢ | sbabkan Karena konsumen

kurang Kriti ‘ ang-he vang ditavarka Q0a kerugian yang

> 'Q . /ins Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan aWasan Permukiman Pasal 23
bahwa'*:

1. Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memiliki
prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan yang sudah
ditetapkan;

2. Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan jalan;
b. jaringan saluran pembuangan air limbah;

12 Hasil wawancara pra survei penulis, tahun 2021.

13 Hasil wawancara pra survei penulis, tahun 2021.

14 pasal 23, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
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c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d. tempat pembuangan sampabh;
3. Sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fasilitas pendidikan;
b. fasilitas kesehatan; dan
c. fasilitas umupagdan sosial;

diatur didal dan Kawasan
Permukiman ‘dam™s i dids " Daerah Provinsi
. 4
Riau Nomor 1688 al erumiahan Dan Kawasan
<

terabaikan oleh para pelaku usah@ . Kesadaran dan ketidaktahuan hak-
hak konsumen yang dijamin dalam undang undang perlindungan konsumen
menjadi salah faktor ketidak keseimbangan akan hak dankewajiban masing-
masing pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Di

Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman”

B. Rumusan Masalah

Sonnyka Graha Permai Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Di
Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.
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2. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu

<%\

\ L ¥

eRNARRE

D. Tinj

Terd:

A e
]

x

)
(72]
@
3

S
)
Q
>
S
c
-,
)

o
)
2
5

<
>
w
@
o
@
c
3

preventif d

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan
pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

10
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menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan

ketentuan Undang

apakah mer,
tidak berwujiide@apat stau tidak, yar : @hatau yang dapat
membentuk SKekayaa ns - _ﬂ KPUP) Standar

Penilaian:

terhadap tanah dan bangunan itu sendiri.

Sumber hukum properti sebagai harta tanah dan bangunan adalah diatur

dalam Undang - Undang dan Peraturan Pelaksana lainnya, sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA);

11
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

4, Tentang

5 ' ‘; entang Pajak

6 tentang Jasa

7 tang Peraturan

8 entang Penataan
Ruang;

9. Undang ano jones ' 904 tentang Sumber
Daya Air;

10. Undang Undang Rep 9 Tahun 2004 tentang Jalan;

11. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya;

13. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

12
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14. Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

15. Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

tersebut me

8

S

(@)

3 .
AR

S

s

%

5

z

properti  se
menggunaka
menyatakan

mengatakan

‘g\'eii\\%\

o

law)™.

@ ~1,;:%. hak kepemilikan dan
<z

‘. Q w.peroran
Dak3 fatuperorangan yang sah, walaupun
| ‘\.“’

hak penguasaan yang
apabila perorangan tersebut ba pentuk orang yang sesungguhnya.
Misalnya pada perusahaan, dimana perusahaan memiliki hak-hak setara dengan
hak warga negara lainnya termasuk hak-hak konstitusi, dan oleh karena itulah

maka perusahaan disebut badan hukum.®

" Prasetyono, Wirahadi, Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah,. Yogyakarta:
FlashBook, 2013,him.11.
*® Ibid.,

13
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Konsep hukum tanah nasional mengandung konsep sifat komunalistik
religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak

atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan. Sifat

atakan bahwa seluruh

Sep

gepemilikan atas
tanah me hul um  kepe ak@® hakiki  diakui
ggu gugat oleh

kehidupan dan

1) Kontrol atas penggunaan dari properti;

2) Hak atas segala keuntungan dari properti (misalnya “hak tambang, hak

sewa);

3) Hak untuk mengalihkan atau menjual properti;

7 bid.,

14
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4) Suatu hak untuk memiliki secara eksklusif.

Menurut Pasal 1 angka (7) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yangeberfungsi sebagai tempat

goal. Sedangkan
rumah yang

afle dan prasarana

inggal manusia
selama jang fita dari panasnya

matahari, h di mana Kkita

AN

-«
-
2
«
c
3
D
=
o
L
QD
3

menjalankan

hunian).

Selain ditinjau secara umum, pengertian rumah dapat juga ditinjau secara

phisik dan psikologis. Yaitu'? :

a. Secara Phisik. Dari segi phisik rumah berarti suatu bangunan tempat

kembali dari segala aktivitas di luar rumah dan tempat untuk beristirahat;

8 1bid.,him.15
¥ 1bid.,him.18

15
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b. Secara Psikologis. Ditinjau dari segi psikologis rumah berarti suatu tempat

untuk tinggal dan beristirahat setelah melakukan segala aktivitas diluar

rumah, secara tentram, damai, menyenangkan bagi penghuninya. Jadi

o 184

dasar man 15 ﬁ' ainnya, yakni
pangan da ani kehidupan
minimal a menuhan atas
kebutuhan # Manusia, yang
berarti terpem b nga aia aruma graWatan medis dan

pelayanan s | : | Rahim Lubis,
2013: 33) - 3 : - atakan bahwa hak

setiap orang a ,lani 2 pat tinggal dan

a kebutuhan akan rumah

."3\\“

dapat dibedakan bermacam-ma
1) Kebutuhan rumah berdasarkan kepercayaan;
2) Kebutuhan rumah berdasarkan pekerjaan;

3) Kebutuhan rumah berdasarkan jumlah keluarga dan keamanan;

% Ibid.,hIm.149
2! Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, Op. cit.,hlm. 33

16
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4) Kebutuhan rumah berdasarkan tingkat ekonomi.

Pengertian rumah dalam rumusan asas ataupun rumusan tujuan penataan

perumahan dan permukignan sebagaimana diinginkanlndang Undang Perumahan

sebagaimana

UU No. 28hé lentang B 4 Pg JKa 1 UU No. 28

rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.

Rumah yang pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar (basic needs)
manusia; selain sandang dan pangan, juga pendidikan dan kesehatan; pemenuhan
maupun penyediaannya harus diupayakan penyediaan perumahan lengkap dengan
sarana dan prasarana permukimannya dan tidak sekedar terpenuhi secara

kuantitatif tetapi juga harus terpenuhi secara kualitatif, yaitu terpenuhinya mutu

17
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dan kualitas rumah sebagai hunian karena berkaitan langsung dengan harkat dan

martabat manusia selaku pemakai.??

Rumah maupugeperumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang

dan teratur adalah lingkungan yang i persyaratan tata ruang, kesesuaian
hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum

yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.®*

22 Herman Hermit, Cara Memperoleh sertifikat Tanah, Mandar. Maju,Bandung.2009, him.34
23 1hi

Ibid.,
*Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, op.,cit.,2013: 33

18
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Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan

standar kenyamanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut 2:

a) Ventilasi alagai

Konsumen adalah pemakai aKMT dari barang/jasa untuk diri sendiri atau
keluarganya. Dan setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri
maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi

konsumen untuk suatu prduk atau jasa tertentu®.

% Wirahadi Prasetyono,op.cit.,hlm. 11
% Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Mandar Maju,
Bandung, 2000. HIm.80
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Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan
sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar

dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai

@ rancangan undang-

‘ ‘ !““‘ .$$ erlindungan

masyarakat g nentinga ] rang lain yang

tidak untuk

Pen an Ko a2 G ) gan konsumen
(UUPK) ini - i of; 2dua Rancangan
Undang-Undafig# {2 ¢ feulfkan sebelumnya

karena dalam 3 indun " (UBPK) juga meliputi

konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut,
menurut Ahmad Amiru sangat tepat dalam langkah memberikan perlindungan

seluas-luasnya kepada konsumen

27 bid.,

20
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Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun

materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan

Negara Rep

penyelenggal@ i a dal erbaga ' . Pelaku usaha

pengolahan, analisis dan konstruksrde
Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia,.2006, him.19

» Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam ekonomi, Jakarta, Gramedia.
2005,him. 120

% Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 11
September 2021

21
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kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

cara langsung

nakan tekhnik

Sesuai dengan judul penelitian, Taka lokasi penelitian dilakukan di Kota

Pekanbaru khususnya perumahan Sonnyka Graha Permai Kota Pekanbaru.

3 Bambang Sugono, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 6
32 H

Ibid.,
* Ibid.,

22
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3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

sama>*. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat

mewakili kesel enelitian g audah peneliti dalam

Wty

persentase

100%

Perkasatama

| Simple 16,7%
Random
Sampling

2.| Konsumen
yang
membeli
rumah di
Perumahan
Sonnyka
Graha
Permai

Jumlah 31 Orang | 50rang | 10rang

Sumber : Data olahan Penulis pra penelitian lapangan tahun 2021

* 1bid.,
% |bid.,
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4. Data dan Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:

a. Data Primergi@lah data yang dihasilkan a langsung oleh penulis

ak Konsumen
Ditinjau Dari

erumahan dan

b. Date der, ialz : eh sece Jak langsung oleh
eh dari literatur-

undangan  yang

Alat Pengumpul Data Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis

mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi

responden.

24
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b. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka

pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat

tertentu dalam waktu tertentu pula.

25
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang PT Sonnyka Graha Perkasatama

1.
te Notaris
Nomor : : apu : an | rusahaan ini
didirikan b

!

= AENA
§

< 2

Distributor, agen dan sebagar perwakilan dari badan-badan perusahaan
k. Eksport dan import

I.  Eksport-import dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks

m. Eksport-import dan perdagangan hasil hutan

n. Eksport-import dan perdagangan hasil perkebunan

0. Eksport-import dan perdagangan peralatan

% Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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p. Grossier, supplier, leveransier, dan commision house
g. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan

r. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan

250 lbr Rp. 250.000.000,-00

2. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi PT Sonnyka Graha Perkasatama dapat dilihat sebagai

berikut:

" Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)®.
1) Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham,
masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak

saham  untuk

g jumlahnya
n wewenang

pahkan pada

wAEN T

+02ANAT L%

1) Melakukan penQa kebijaksanaan  direksi dalam
menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota
direksi.

2) Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat
bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan

lain-lain.

% Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
% Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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3) Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah
dijalankan oleh direksi.

4) Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota

ndak berted R, anggaran dasar dan

R ) TN Mot 1

3) Melakukan koordinasi d8Rgan seluruh manager dan kepala bagian
yang ada.

4) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional

untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum

pemegang saham.

0 Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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5) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi

serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan

kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.

d. General Manager
Bertugas membantu tugas-tugas direktur utama dan merupakan orang
yang paling bertanggung jawab penuh dalam kegiatan operasi perusahaan

kepada direktur. Adapun tugas dari general manager adalah**:

* Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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1) Menetapkan kebijaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh

direktur.

menyusun suatu ang

3) Bertanggung jawab terhadap bukti-bukti dan faktur penyusunan
laporan keuangan.

4) Menangani semua urusan yang berhubungan dengan pajak, seperti
pengisian SPT, PPH pembayaran pajak dan lain-lain.

f. Divisi Teknik / Proyek

*2 Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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Divisi teknik/proyek bertugas dan bertanggung jawab sebagai**:

1) Mengatur dan melaksanakan proses pembangunan mulai dari bahan

ANt

N
o
<>

mengatur segala kegiatan

administrasi yang ada didalam perusahaan. Kegiatannya adalah:

1) Membuat laporan administrasi baik kualitas maupun kuantitas usaha

yang telah dijalankan.

** Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
* Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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2) Menyiapkan bukti-bukti kegiatan perusahaan seperti surat pengantar,
faktur dan lainnya.

3) Menyiapkan dokumen pengiriman barang baik perusahaan maupun

dengan pengerjaan proyek perumaffan adalah sebagai berikut*’:

a. Usulan Proyek
Usulan proyek diajukan oleh developer dengan mengisi formulir

isian proyek yang disediakan oleh Bank tempat pengajuan kredit.

*> Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
* Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
*" Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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Kemudian isian formulir proyek yang telah diisi dan harus dilengkapi
dengan data dan keterangan tentang perusahaan yang diperlukan oleh Bank

untuk syarat pengeluaran kredit. Seperti: data perizinan tanah, data

proses dengan

kredit dengan
a yang ada atas

penyelenggaraan

ketentuan dalam SP3K Pembafigtihan rumah dapat dimulai. Selama proyek
pembangunan pihak Bank yang ememberikan kredit berhak untuk
mengadakan pengawasan baik secara langsung maupun melalui laporan

berkala yang wajib disampaikan oleh developer.

d. Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

8 Dokumen ADART PT Sonnyka Graha Perkasatama
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Jika konsumen memilih melakukan pembelian secara kredit maka
pihak konsumen langsung berhubungan dengan pihak Bank mengenai

ketentuan jumlah bunga yang harus di bayarkan dan jangka waktu kredit

kawasan p an, yaitu perr ' ‘ ungan hunian
yang terdir : - satuz : yai prasarana,
sarana, utilitg ' . ; ngsi lain di

kawasan p -a asan ' perdesaa gflimahan adalah

maka dari itu banyak ditemui “pemg0embang yang menyediakan hunian
pemukiman atau perumahan dengan harga yang terjangka ataupun dengan sistem
kredit tanpa Uang muka. Rumah ataupun Hunian yang layak adalah kebutuhan

yang paling penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya

* Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
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pemerintah lupa bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat
tinggal yang layak.>®

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

0 gngan prasarana dan

wett Oy

bermukim

ri satu rumah
gRghuninya, dalam

nakan untuk

elemen-elemen buatan manusia

Penyelengaraan pembangunan perumahan dan daerah permukiman adalah

suatu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan pemangfaatan

%Andrian Sutedi, Hukum Rumah Susun Dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 , him. 29

5! Suparno Sastra M. dan Endi Marlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Jakarta,
2006, him. 29

52 Delik Hudalah. Pendekatan Pemberdayaan dalam Penangganan Daerah Permukiman. Jurnal
Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 16. No. 3, Desember 2005, him. 24-43.

* Ibid, him. 37
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dalam segi kesejahteraan masyarakat, termasuk juga didalamnya peningkatan
kualitas kelembagaan , pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta

masyarakat yang terkodinir dan terealisasi.>

ang Perumahan dan

Nk | TSSO\ '5‘

kebutuhan @as a, dan y: : v agatistrategis dalam

pembentuka
membangu
Pemenuhan
melindungi
kawasan per

rumah yang - 3 ang sehat, aman,

Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman
diselenggarakan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman *°

> Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.
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Memberikan kepastian hukum merupakan jaminan hukum bagi setiap
orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun

bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain

meliputi kesesuai anah, perizinan, dan

LTSS M '0‘

penduduk a : huhar -# hunian dan
kawasan pe

kepenting

kepentingan, selage ; perkOtaan dan perdesaan

yang  dapat

pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi
pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan

> pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
% pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Dilakukan dengan cara meningkatkan segala potensi dan sumber daya

alam tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan dalam

rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan

peran mas
proporsiona

madani. Pa

perhatian utama pada tercukupifmy

6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

57

* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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Yaitu terwujudnya rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya,

yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Beserta lingkungan yang

yaitu: “Sat
perumahan,
pencegahan

permukiman Sk : da 2mbiayaan, serta

Nomor 1 tahun 2011 tentang Per 0an Kawasan Permukiman perumahan
adalah “Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan

maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”.

Permukiman adalah ‘“suatu bentukan artifisial maupun natural dengan

segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu
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maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap
dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya”. Yang dimaksud kawasan

permukiman menurut Pasal 1 anka (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011

maupun

lingkungan

5> 58

-&-’ Jal m@nusia. Bertambahnya

penduduk dan semaki Bksedia untuk membangun rumah

Q@‘\\‘i

mendorong manusia semakin k Enciptakan jenis-jenis hunian. Pada
dasarnya hunian tempat tinggal manusia adalah rumah. Menurut Pasal 1 angka (7)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

permukiman yang dimaksud rumah adalah “Bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan

*® pasal 1 anka (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
permukiman
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harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”. Rumah terbagi atas

beberapa jenis yaitu:34

a. Rumah Sederhana

huni yang harganya

‘ “\M“‘ .@@ am SNI 03-

Maisonet berasal dari kata 80N-ette. Maisonet adalah suatu rumah
kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih, dengan pintu
masuk sendiri langsung dari luar. Maisonet adalah rumah sederhana berlantai dua,

dan berupa rumah deret.
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d. Rumah Susun

Rumah susun atau disingkat rusun, pada dasarnya adalah apartemen versi

sederhana. Rumah susun adalah kelompok rumak, yang dibangun sebagai

2011 tentang
Perumahan fda# vasan Permukin A S;Jéllis rumah yang

dibedakan befdagarkan pel: anguns meliputi: >

dengan tujuan

kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
c. Rumah swadaya;

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya

masyarakat

> pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
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d. Rumah khusus

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi

kebutuhan khusus.

(C
LAY
—
QD
=]
D
>
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>
—
QD
>
«

pengemban

Pembangun?

A,
—
@
=
=
c
-
Y
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sY)
=

rumah yang

+ AT

!

yang memenuhi persyaratan penataa ang, persyaratan penggunaan tanah,

penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya.

Pembangunan perumahan termasuk di dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman, seperti yang termuat didalam Pasal 1 angka (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan Perumahan dan
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Kawasan Permukiman adalah “kegiatan  perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan

kelembagaan, pendanaan dan sistern pembiayaan, serta peran masyarakat yang

sudah teratur, maka banyaknya rumah dapat diperkenankan kurang dari

50 unit.

% pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

%1 pasal 1 angka (26) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
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2) Lokasi hendaknya bebas dari pencemaran air, udara dan kebisingan,

baik yang berasal dari sumber daya buatan dan sumber daya alam,

misal: gas beracun.

b) Permohonan hak.
¢) Pembangunan.
d) Penghunian.
Apabila dilihat pada syarat di atas terdapat pengecualian atau anomali,
yakni kondisi kota besar dimana jumlah rumah sudah sulit untuk dibangun

sejumlah rumah pada kompleks perumahan (landed house), yang ada sekarang
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adalah rumah-rumah cluster, kalaupun ada perumahan pasti lokasinya jauh dari

pusat kota. Hal ini disebabkan lahan yang semakin terbatas. Kecuali jika

perumahan dibangun vertikal (rumah susun atau apartemen).

telah ditetapkan yaitu:

a. lzin Prinsip

Izin ini dikeluarkan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah). lzin prinsip berisi persetujuan prisip bahwa lokasi yang di ajukan
developer disetujui atau diberi izin untuk dibuat bangunan atau perumahan dengan
syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebelum mendapatkan izin ini, kamu wajib

menyampaikan proposal kemudian diuji oleh BAPPEDA dalam siding, komisi
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terkait dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lurah, camat serta tokoh

masyarakat seringkali diundang untuk menghadiri sidang.

b. 1zin Pemanfaatan Tanah (IPT)

ykali disebut

dilampirkanji@alé izin pri iterbitkar As sl (Permukiman,

Prasarana, d ana Wila : jﬁ leveloper dalam

Izin ini dikeluarkan Oleh Dinas Kimpraswil. Terkait dengan rekomendasi
ketinggian kawasan dari titik tertinggi banjir rata-rata di daerah tersebut.
Tujuannya agar lokasi yang akan dijadikan perumahan oleh developer bebas dari

banjir.
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e. Izin Pengeringan
Jika lokasi yang dimiliki developer bersertifikat sawah, maka developer

wajib mengurus izin pengeringan. Meskipun fisik sawah sudah beruapa

landasan a Ppesawat terbat er Waji BR¥Mengurus izin
tambahan dike : ' giémpat. Terdapat

batas ketinggiag ‘ ntuk ‘ eplitaran bandara.

dinas satu atap, bahkan kelurahan atau Kecamatan setempat juga berwenang.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Di Perumahan Sonnyka Graha Permai

Pekanbaru Di ada nd ahun 2011 Tentang

T 'o,

yang me i au ¢ ? CLUSE ﬂ rang membeli

barang te . )engc gaf@ atau sesuatu

orang pemakai barang dan/ jasa™y ersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan.®

%2 Rahdiansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang,
UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018,Universitas Islam Riau,
Pekanbaru,hlm.349

* Ibid.,

* Ibid.,
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Pengertian konsumen menurut A.Z Nasution, konsumen adalah Setiap
orang yang mendapatkan barang kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga,

dan tidak untuk keperluan komersial. menurut A.Z. Nasution, berdasarkan

a bertujuan

ali, disebut

akhir yang

L3 o

ah tangga, dan

AN

No. 8 Tahun 1999.%°

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah ‘“setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

% |bid.,
% 1bid.,

o1
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sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”. ®’

Menurut Undapg-Undang Nomor 8 Tahun 4999 tentang Perlindungan

melainkan ghgan kata lain,

perlindunga dungan yang

diberikan h

“Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang
berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam

jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan

¢7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
%8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan

dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya”. ®°

Dalam Undangazklndang Perlindungan Konsugaen developer masuk dalam

kewajiban. ‘Pefigetahtian t ak : gal penting agar

konsumen biSa k / i aadalalifagar saat terjadi

of Consumer Right). Deklarasi tersebut menghasilkan empat hak dasar konsumen

sebagai berikut:
a. Hak memperoleh keamanan (the Right to be Secured )

Setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang/jasa

yang dikonsumsi. Misalnya, konsumen merasa aman jika produk

% pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974
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makanan atau minuman yang dikonsumsinya dirasa aman bagi

kesehatan. Artinya, produk makanan tersebut memenuhi standar

kesehatan, gizi, dan sanitasi, serta tidak mengandung bahan yang

Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga
yang wajar. Artinya, konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan atau
paksaan untuk memilih suatu produk tersebut yang mungkin bisa
merugikan hak-haknya. la harus dalam kondisi bebas dalam

menentukan pilihannya terhadap barang/jasa yang akan dikonsumsi.

d. Hak untuk didengar (the right to be heard)
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Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya
bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun

oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan

99 tentang

berikut:

engkonsumsi

Hak untuk memilih dimakSti@ka&n untuk memberikan kebebasan kepada
konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan
kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk
memilih ini pula konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau
tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih

baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

"0 pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas infogmasi ini sangat penting, karega tidak memadai informasi

tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya
kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa
pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan

dengan kepentingan konsumen

c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut
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d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar

konsumen gmperoleh  pengetahuan makoun keterampilan yang

aldu penggantian,

géngan perjanjian

yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri
konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui
prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar

pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.
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Hak ini tentu saja terutama dimaksudkan untuk memulihkan keadaan
konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan
melalui jalur hukum Selain mempunyai hak, konsumen juga memiliki

beberapg

@ty ‘

-
<o

secara patut

Hak-hak konsumen perumahan juga diatur didalam Pasal 129 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

yaitu: "2

! pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
"2 pasal 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
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o

menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

b. memperolehs informasi yang berkaitana. dengan penyelenggaraan

diharapkan konsumen menyadari akam®hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan
untuk memperhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut

Undang-Undang, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, baik dimulai dari tahap
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perencanaan, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, hingga tahap pengendalian
perumahan dan kawasan permukiman. Namun tidak sedikit pihak pelaksana

dalam hal ini pengembang perumahan (developer), adapun hak-hak konsumen

ahan dan Kawasan

perundang-ufda \ "f' daftarnya ke ghfakan terwujud

jaminan kea . g annya da ukum, bahkan

Pekanbaru.

“Terkait dengan izin tanah, pengembang sudah memiliki izin Sertifikat
Induk. Seluruh tanah di sana kan hasil dari membeli tanah dari warga
setempat, jadi sertifikat-sertifikat tanah dari warga setempat itu
dikumpulkan setelah itu dibaliknamakan ke notaris berupa Sertifikat Induk

atas nama PT sonnyka Graha Perkasatama . Dari Sertifikat Induk
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tersebut, kalau tanah sudah displitting (dipotong-potong) selanjutnya

dibalik namakan lagi ke notaris dengan atas nama si pembeli rumah.” ™

Dari hasil wawagcara dengan pihak pemasaragsperumahan Sonnyka Graha

N3 Js

ANNANAEREY

[
©
o
<)
=
Q
>
(=8
<

sebagai berikut:
“Sudah ada, untuk sertifikat tanah dan sertifikat-sertifikat lainnya itu
sudah dimiliki sebelum launching dilakukan. Karena itu kan sebuah

persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap developer.” 75

7 hasil wawancara dengan pihak perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
" hasil wawancara dengan pihak konsumen perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
" hasil wawancara dengan pihak perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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Berdasarkan hasil pernyataan-pernyataan tersebut di atas yang penulis
dapatkan, maka sudah jelas bahwa perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru

telah memenuhi persyaratan di dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 1

tahun 2011 tentang

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya, meliputi jaringan jalan, jaringan saluranpembuangan air limbah,
jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan

sampah.

’® hasil wawancara dengan pihak perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
" hasil wawancara dengan pihak konsumen perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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Sarana ialah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, meliputi sarana

perniagaan/pembelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana

Berdasarkan penjelasan dari pihak pemasaran Sonnyka Graha Permai
Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa pengembang belum menyediakan
prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

" hasil wawancara dengan pihak perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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Selanjutnya pernyataan konsumen satu-satunya yang sudah menghuni di
perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru (Pak andy), yaitu sebagai berikut:

“Sampai sekarang fasilitas-fasilitas disana tetap belum lengkap. Untuk

saat ini drainasi Ag.SU R.60%, terus jalannya

!“‘ .Q‘g p air) juga

g serupa, yaitu

i aja ya begini,

ni masih dalam

Berdasarkan pernyataan dari Ketiga narasumber di atas, peneliti juga
memiliki pendapat yang sama. Menurut apa yang sudah diamati oleh peneliti di
lapangan, memang menunjukkan bahwa belum tersedianya prasarana, sarana dan
utilitas umum yang layak di perumahan tersebut. Peneliti menemukan bahwa jalan

terbuat dari bahan paving yang sudah terbangun hanya di pinggir-pinggir

" hasil wawancara dengan pihak konsumen perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
80 hasil wawancara dengan pihak pemasaran perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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perumahan saja, sedangkan di tengahnya masih berupa tanah yang bercampur
dengan batu atau bongkahan bahan bangunan sehingga sedikit sulit untuk

melewati jalan tersebut. Selain itu, deretan rumah perumahan bagian bawah juga

audian selokan untuk

*% gunnya rumah paling
—

g @ : mig t rumah serta ketersediaan
Apa®

prasarana, sarana dan utilitas

sedikit 20% (dua pulu
U perumahan yang direncanakan.
Berdasarkan penjelasan dari pihak pengembang terkait dengan
keterbangunan perumahan saat melakukan awal pemasaran adalah sebagai
berikut:
“Kami kan menjual rumah dengan 2 (dua) sistea , ada dengan sistem
indent (pesan) dan ada readystock. Kalau yang indent (pesan) otomotis

masih dalam bentuk kavling gitu jadi masih tanah lapang belum ada
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pembangunan sama sekalikarna bangunan akan sesuai dengan

permintaan pembeli nantinya.” &

Berdasarkan hasil keterangan tersebut di atas, menurut penulis

g yang tidak sesuai

N )
M.M“‘ .ea i Kawasan

sejak Dese = Un 201 ; Tof ] pgligembang telah
melakukan : nada , dibangun.

an pernyataan
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>

kita melakukan pembangunan rumah yang dipesan tersebut.” 8

Berdasarkan pernyataan dari bapak Rendra, dapat diketahui bahwa saat
melakukan pemasaran pengembang sudah memenuhi persayaratan kepastian atas
keharusan memiliki keterbangunan perumahan minimal 20% (dua puluh persen),

karena masih dalam tanah lapang yang sudah di site plan.

8 hasil wawancara dengan pihak pemasaran perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
8 hasil wawancara dengan pihak perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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5. Hal yang Diperjanjikan

. Prasarana,

sarana, d pErun ‘ serah terima

Selanjutnya rumah dibangun, akan tetapi fasilitas-fasilitasnya belum ada,
jalannya juga masih terbangun sebagian saja, lampu-lampu jalan belum
terpasang dan drainase juga belum tersedia. Kemudian setelah melakukan
proses yang panjang pada akhirnya kami melakukan perjanjian KPR ke

notaris dan pada saat itu posisinya uang muka saya sudah lunas ya. Nah,

8 hasil wawancara dengan pihak konsumen perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru
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setelah satu tahun berjalan bahkan sampai sekarang fasilitas-fasilitas
disana tetap belum lengkap. Untuk saat ini drainase memang sudah
dibangun tapi masih 60%, terus jalannya masih 30%, gorong-gorong

(saluran g

‘i“\i

D
‘h

memang seperti itu konsepnya.

Berdasarkan dari hasil data di atas, maka sesuai dengan aturan di dalam
Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, pengembang “Perumahan Sonnyka Graha Permai

Pekanbaru belum memenuhi syarat-syarat kepastian yang harus dipenuhi sebelum
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melakukan pemasaran yang ditandai dengan tidak adanya perjanjian pendahuluan
jual beli.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan hak konsumen yang telah diatur di

dalam Pasal 129 ahun 2011 tentang

SNt "
rumah yang

layak dal

wath:

SENAX AR

Ber
pengemban

kriteria-krite

,q * ahan juga memiliki hak
yang harus dipenuhi oleh pé . i i beri
“Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau
jasa.”

Dengan demikian, dengan lahirnya hak-hak konsumen tentunya akan
melahirkan pula suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, di dalam Pasal 7 huruf (d)

8 pasal 129 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah
diatur tentang kewajiban pengembang Perumahan Sonnyka Graha Permai

Pekanbaru yang harus dipenuhi, yaitu pengembang memiliki kewajiban untuk:

diproduksi dan/atau

perumahan yamg'mana pe 3 sbut berpera aku usaha yang

membangun

Kawasan Permukimal nayka raha Permai Pekanbaru

“\\‘ |
harus melakukan proses apa sa dengan bunyi pasal tersebut dalam
menyelenggarakan pembangunan perumahan sebab hal tersebut merupakan

tanggung jawab pengembang dalam penyelenggaraan perumahan.

Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan tersebut diharapkan agar
pembanguna rumah terdapat prasarana, sarana, dan utilitas umum, peningkatan

kualitas perumahan, rancang bangun, serta yang paling penting
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mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan dengan rencana tata ruang

wilayah. Semua hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pengembang

Perumahan Sopgyka Graha Permai PekanBaru dalam pembangunan

konsumen
usaha, yang

raha Permai

Undang-Undang Perumahan dan Kaw Permukiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang
tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”
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Di dalam permasalahan ini, dapat dikatakan bahwa pengembang Sonnyka
Graha Permai Pekanbaru belum bisa mewujudkan pembangunan perumahan yang

sesuai dengan perundang-undangan tersebut. Serta menurut KUH Perdata, hal ini

juga telah terjadj G ApLE pengembang kepada

‘1““ .Q a i tidak tepat

Graha Permai Pekanbaru selaku konsumen yang merasa dirugikan karena
terjadinya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perikatan kepada pengembang
Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru dan dapat meminta ganti kerugian
oleh pengembang Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru kepada pembeli
Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru. Selain itu, konsumen juga dapat

menuntut pembatalan perikatan, pemenuhan perikatan dan ganti kerugian,
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pembatalan perikatan dan ganti kerugian, peralihan resiko dan pembayaran biaya-

biaya perkara kepada pengembang Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru

apabila penyelesaian perkara sampai ke Pengadilan.

B. Hambatan Perumahan

Sonnyka

ndang Nomor

1 Tahun

1. Belum detailnya peraturan Ve engatur tentang proses perencanaan,
penyediaan, pembangunan, penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan
fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang secara spesifik
tentang mekanisme pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial

perumahan. Peraturan yang ada baru sebatas pada persyaratan prasarana,

sarana dan utilitas yang harus dibangun dalam perumahan. Pada Peraturan
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Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Di dalam kebijakan tersebut baru

tertuang mengenai prasarana dan fasilitas dan persyaratan lingkungan yang

harus ada d glum mengatur siapa,

| %““ .ea askan lebih

gawasan kepada
fasilitas umum dan

kurang dalam
dibuatnya misal  kurangnya
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan sesuai siteplan

atau pengawasan dinas perizinan terhadap IMB yang dikeluarkan juga

menjadi penyebab terhambatnya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

. Kurangnya informasi masyarakat tentang haknya terhadap layanan fasilitas

umum dan fasilitas sosial.
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Umumnya masyarakat hanya memahami tentang haknya ketika membeli
rumah di perumahan adalah mendapatkan akses terhadap layanan fasilitas

umum saja. Namun, tidak semua masyarakat konsumen perumahan paham

itas sosial. Hal ini
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

sesuai dengan pera

kepemilikan tanah berupa sertif#kat tanah atas nama PT sonnyka Graha
Perkasatama dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Di Perumahan Sonnyka
Graha Permai Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Belum

detailnya peraturan yang mengatur tentang proses perencanaan, penyediaan,
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. Diharapkan penyediaan fasili{aS*

pembangunan, penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas umum
dan fasilitas sosial, belum cukupnya pengawasan/monitoring, pengendalian,

dan penertiban terhadap kondisi eksisting perencanaan fasilitas umum dan

fasilitas sqsi dit Kurangnya informasi

“QM?\“ .Qg dan fasilitas

dan fasilitas sosial dilaksanakan oleh
developer sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Fasilitas. Sehingga developer selalu membangun fasilitas
umum dan fasilitas sosial sesuai dengan perencanaan. Untuk terlaksana

penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh developer secara efektif
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Pemerintah diharapkan lebih memperketat pengawasan terhadap developer-
developer perumahan agar developer menyerahkan fasilitas umum dan

fasilitas sosial ke Pemerintah Daerah dan fasilitas umum dan fasilitas sosial
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Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

mbuhan Kawasan
as Tehnik Sipil

2,hal3

M Pelanggan Air
Namor 02, Oktober

Dalam
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LAMPIRAN

BE e oy

AANDBALS

() SEHATAN
RANSMETRO

" XN ‘Yl 4
A A T ———
St s dengan Carn-. ol Ahmad No. 99, Pekanduro-Riau

BROSUR PERUMAHAN GRAHA SONNIKA PERMAI

81



LAMPIRAN

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BROSUR PERUMAHAN GRAHA SONNIKA PERMAI
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LAMPIRAN

SITE PLAN PERUMAHAN GRAHA SONNIKA PERMAI
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LAMPIRAN

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

OBSERVASI PENULIS DI PERUMAHAN GRAHA SONNIKA PERMAI
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LAMPIRAN

WAWANCAR - HAK MARKETING Pt AN GRAHA
SONNIKA PB =i | =

WAWANCARA BERSAMA PIHAK MARKETING PERUMAHAN GRAHA
SONNIKA PERMAI
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LAMPIRAN

AN GRAHA

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

86



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA
Pertanyaan untuk K sonnyka Graha Permai
Pekanbaru
1. Kapan d naha Bapa . orma ahan Sonnyka

tanah, spesifikasi bangunan, harga, dan lain sebagainya, apakah sudah
sesuai dengan PPJB?
9. Apa yang menjadi keluhan Bapak/Ibu saat ini terkait dengan perumahan ini?

10. Seberapa puas Bapak/Ibu membeli hunian di perumahan ini?
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LAMPIRAN

Pertanyaan untuk Pihak Perumahan Sonnyka Graha Permai Pekanbaru

1. Bagaimana proses pembangunan sebelum Perumahan Sonnyka Graha

Permai Pekanbaru dipasarkan?
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